
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 

BUPATI POLEWALI MANDAR 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

 

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR 

NOMOR 728 TAHUN 2023 
 

 

TENTANG 

PENETAPAN DESA/KELURAHAN PRIORITAS INTERVENSI PERCEPATAN 

PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN 2024 

 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan 
penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Polewali 

Mandar, perlu dilakukan langkah-langkah konkret, terarah 
dan terpadu oleh seluruh stakeholder dengan 

memperhatikan Desa yang memiliki tingkat prevalensi 
stunting tinggi untuk dijadikan sebagai prioritas utama 

dalam pencegahan dan penanganannya; 

b. bahwa berdasarkan berita acara Penetapan Desa/Kelurahan 
Lokus Tahun 2024 Hasil Analisis Situasi Percepatan 

Penurunan Stunting  Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 
B.142.a/Balitbangren/050/03/2023, Tanggal 29 Maret 

2023; 

c. bahwa berdasarkan hasil analisis situasi stunting di 

Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023, telah 
menghasilkan lokus prioritas dengan mempertimbangkan 

jumlah kasus stunting, prevalensi stunting dan jumlah 
keluarga beresiko stunting tertinggi sebanyak 20 

Desa/Kelurahan untuk diintervensi pada tahun 2024; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati; 
 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

SALINAN 

 



 

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 

tentang Pedoman Penyelenggaraan program Indonesia 
Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223); 

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi 
Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 149); 

7. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana 
Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 

Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan 

Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;  

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  

KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Prioritas Intervensi Percepatan 

Penurunan Stunting di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 
2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. 
 

KEDUA 

 
 
 

 
 

KETIGA 

: 

 
 
 
 

 

: 

Adapun Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum 

kesatu menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanganan 
stunting baik spesifik maupun sensitif oleh semua stakeholder 

dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024. 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

   

 

Ditetapkan  di Polewali 
pada tanggal   7  Juni  2023 

 

  BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 
  ttd 

 
 

     ANDI IBRAHIM MASDAR 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Polewali   7  Juni  2023                   



 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR 
NOMOR      :  728  TAHUN 2023 
TANGGAL   :      7  JUNI  2023 

 
 

DAFTAR NAMA DESA/KELURAHAN PRIORITAS INTERVENSI PERCEPATAN 
PENURUNAN  STUNTING TERINTEGRASI  

DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR  

TAHUN 2024 

NO 
NAMA 

KECAMATAN 
NAMA 

DESA/KELURAHAN 
JUMLAH 

STUNTING 
PREVALENSI 
STUNTING 

JUMLAH 

KELUARGA 
BERESIKO 

STUNTING 

1 POLEWALI Takatidung 167 32 196 

2 BALANIPA Bala 159 36,6 183 

3 CAMPALAGIAN Katumbangan 151 37,4 50 

4 POLEWALI Madatte 147 25,3 204 

5 POLEWALI Darma 133 16,2 349 

6 CAMPALAGIAN Parappe 126 34,5 79 

7 TINAMBUNG Karama 117 24,6 611 

8 CAMPALAGIAN Laliko 114 39,2 56 

9 BALANIPA Galung Tulu 111 38,5 529 

10 CAMPALAGIAN Panyampa 107 41,8 65 

11 CAMPALAGIAN Botto 102 37,4 58 

12 CAMPALAGIAN Bonde 96 36,8 46 

13 LUYO Baru 95 23,6 88 

14 LIMBORO Lembang Lembang 92 43,2 326 

15 CAMPALAGIAN Lampoko 90 36,7 155 

16 LUYO Batupanga Daala 88 37,9 211 

17 MAPILLI Rappang Barat 88 30,7 93 

18 MAPILLI Kurma 86 31,4 160 

19 CAMPALAGIAN Lemo 84 33,5 41 

20 TINAMBUNG Tangnga-Tangnga 81 26,4 384 

 
 

    BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 
    ttd   

 
 

       ANDI IBRAHIM MASDAR 

 
 Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Polewali   7  Juni  2023                   
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